
BUPATI SELUMA 

PERATURAN BUPATI SELUMA 

NOMOR ~ TAJ·HJN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PERG&SERAN ANGGARAN 

DENGAN RAHMAT TUJiAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

Meoimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kc,cntuan Pasal 160 ayat (71 
Pcraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 
Pera.tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I 
lentang Pcrubahan Kedua at.a• Peraturan Menten Dalam 
Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pcdoman Pengelolaan 
Keuangan Oaerah, perlu mcnctapkan Peraruran Bupati 
tentang Tat.a Cara Pergeserao Anggaran; 

b. bahwa sebagai akibat adanya ketentuan peraturan 
perunda.ng-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah Pu sat 
dan Pcmerinmh Daerah yang mcnycbabkao pcrlu 
dilakukannya penctapan sebelum perubahan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan hunu b diatas, perlu menetapka.n 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggamn; 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang 
Pcmbcntukan Kabupaten Propinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Tahun 1967 Nomor I 9, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pcmbentulron 
Kabupaten Muko-Muko, Kabupatcn Seluma dan Kabupaten 
Kaur di Propinsi Benglculu (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4266); 

3. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharao.n Negara (Lernbaran Negara Republik 
fndoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang•undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244. Tambahan Lcmbaran Negam Republik Jndonesia 
Nomor 5587), 6Cbagaimana. tclah diubah bcbcrapa kali 



terakhir dengan Undang-undang Nomor Q Tt:11hun 2015 
tentang Perubahan Kedt:m Atas Undang-Undnng Nom.or 23 
Tuihun 2014 tent.a rig Pemerin tahan Daer-ah fLcm hara n Negara 
RepubHk Indonesia Tahun Nomor 581 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor S679J; 

5 . Pera~~IWl Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 ten tang, 
Ptmge1olaan Keuangan Dae-rah [Lem ha.ran N ega:ra Republik 
Indonesia Tahun 2'005 Nomor 140, Trunbahan Lembaran 
Negara RepuibUk rnctonc-sia Nomor 4578); 

6 . Peratu.ra n Men ten Oaila.m egeri Nomor 13 Tal1u:n 2006 
tenta.ng Pedoman PengeloJaan ~euangan Daerah sebagaimana 
teJah diubah beberrapa Kali tt:rakhir dengan Peratumn Mmteri 
Dal.am Negeri Nomor 2] Ta.bun 2011 tentang Perubahan 
Ked1.m. Ata.s Peraturan Menceri De.lam Negcri N-cmor 13 Tahun 
2006 ten wng Pedoman PcngeloJaan Keuangan Daerah jEerica 
Negara Rt:pubUk. lndonesia Tahun 2011 Nomor 3 1 OJ; 

7 . Peraturan Daerah Kabupaten Seiuma - omoT 03 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kcuanga.n Daemh; 

MEMUTUSKAN : 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pc:rabllan B-upari ini yang dimaksud dengan~ 
l . Daera.h. adaleh ~hupaten Seluma. 
2 . Bupati adeilah Bupati Sdwna. 
3. Pemerlntah Dac:rah adalah Bupa.ti Selum.a sthaga:i u.nsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpi.n 
pdak:sanaan urusan pcm1erintah.an yang menjadi 
kewenangan Daerah otonam_ 

4. Sl'kTctarii<l Daerah ruialah Sekre~ris Dacnih Kabupaten 
ScJuma. 

5 . Dewan Perwa.kHan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma 
yang sel.anjutnya. disebut DPRD1 adalah DP.RD K.abupatcn 
SeJuma. 

6 . Anggaran Pendapata.n dan ~lanja Dacrab yang 
selanjutnya. dis.ing,kal. APBD ndalfill rencana keua.t1gan 
tahu.na.n pemerintahan daerah yang dibahas cum diserujw 
beroa.m~ ukh peme-rintah daerah dan DPRD ~rta 
ditetapk:an dengw, Pera.turan D aerah. 

7. Tim Anggaran Pcmerintah naeral, yang Lanj utnyu 
disin gkal TAPD adalah ti m y.~ n g di"berntuk denga.n 
keputusan Bupati dan dipimpin o!eh Sekretaris 
Dacrah/pclaksa.na tug,as Sckn:taris Dai::rah/penjabat. 
Sek.ret.aris Daera__h yang metnpunyai tu.gas menyiapkan 
sertat melak.eana:kan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotan.ya t,en:liri darl pcjabat 
per-encan a daera h. PPKD dan ptj:abat llai.nnya se.suai 
kcbutuhan. 
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8. Satuan l<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SICPD adaJab perangkat kerja pada pemerintah 
Kabupaten Seluma selaku pengguna anggaran/ pengguna 
barang. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Da.crah ya.ng selanj utnya 
di•ingv.at PPKD o.druah Kepala Satuan Kerja Pcngelola 
Keuangan Dacrah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaa.n AP8D dan bertindak sebagaj bendahara 
umum daerah. 

10. Pcngguna Anggaran adalah pejabat pemegiu,g kekuasaaan 
penggunaan anggaran untuk mclaksanakan tugas dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SICPD yang selaivutnya 
disingkat DPA-SKPD adaJah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pclaksa.naan anggaran oleh Pcngguna Anggaran. 

l2. Dokumeo Pelakaanaan Pcrubahan Anggarao SKPD yang 
selanjutnya di$ingkat DPPA-SKPD adalah dokumcn yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh Pen.gguna Anggaran. 

13. Pcrgeseran Anggaran adalah Pergeseran Angg11ran antar 
Obyek Bclanja dalam Jcnis Belanja bcrkenaan, Pergcseran 
Anggaran ancar Rincian Obyek Belanja dalarn Obyek 
Bdanja berkcnaan, dan pergeseran/perubahan uraian 
dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan. 

14. Jenis Belanja adalah digit ketiga pada kode rekcning 
bclanja. 

15. Obyck Belanja adalah digit keempat pada kode rekening 
belanja. 

t 6. Rincian Obyek Belanja adalah digit kelima pada kode 
rekening belanja. 

17. Uraian adalah isian didalam Rincian Obyek Bclanja yang 
tcrdiri dari ketenwgan uraian, volume, san.ian~ dan 
jumlah anggaran. 

BABn 
PERGESERAN ANCGARAN 

Bagian Kesaru 
Oasar Pergeseran Anggaran 

PasaJ 2 

(!) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila akibat 
adanya: 
a. ketentuan _peraturan perundang-undangan; 
b. kebijakan Pemerintah; 
c. kebijakan Pemerintah Propinsi; 
d . perubahan dan dinamika yang bcrkembang; 

dan/atau 
e. kebijakan Pcmerintah Daerah yang bersifat strategis. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal 
penyesuaian terhadap penetapan: 
a. pc-nc.rimaan dana transfer; 

] 
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b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah; 
c. dana darural bencana dari Pemerintah; 
d. bantuan keuangan khusu3 dari Pcmerintah Propinsi 

dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/ atau 
e. dana darurat bencana dari Pemerinlah Propinsi 

dan/ atau pemerintah daerah lainnya, 
yang ditetapkan Pemerintah/Pemcrintah Propinsi/ 
pemerinlah daerah lainnya setelab penetapan Peraturan 
Oaerah tentang APBD tahun bekenaan. 

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (J) huruf d dan huruf c, antara lain: 

a . aclanya kegjatan yang bersifat mendesak, 
prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun 
anggaran bcrjalan; atau 

b. dalam haJ Pemerintah Oaerah mempunyai 
kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan 
pekerjaan yang telah sclesai pada tahun anggaran 
sebelumnya. 

(4) Pergeseran anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat 
(J) tidak diperkcnankan: 

a. untuk alokasi Belanja Hibah dan Belanja 
Bantuan Sosial. 

b. terhadap belanja yang telah clilakukan proses 
penerbitan Surat Perinta.h Pembayaran Langsung 
($PP-LS) a tau penggunaan Uang 
Persediaan/ Uang Ganti Pcrsediaan yang Bukti 
Pertanggungjawaban (SPJ) telah d.i jurnal/ dicatat 
dalam transa.ksi Buku Kas Umum (BKU). 

(SJ Keteotuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), daprH 
dikccua.lika.n berdasarkan basil pembahasan dan 
pertimbangan oleh TAPD. 

Bagian Kedua 
Jcnis Pergeseran Anggar-ao 

Pasal 3 

Pergescran Anggaran meliputi: 
a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, n.nta.r kegiata.n 

dan a.ntar jeni:s belanja; 
b. Pergeseran anggarao antar obyek belanja dalam Jenis 

bclanja berkenaan; 
c. Pcrgcseran anggaran antar rincian obyck bclanja dalam 

obyek belanja berkenaan; dan 
d. Pergcseran/perubaban uraian dalaro rincian obyek 

belanja berkenaan. 
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Bagian Ketig;, 
Ketcntuan Pergeseran Anggaran 

Pasal4 

(I) Pergeseran anggaran sebagai.mana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a, dapat d ilakukan dengan ketentuan : 
a. bersifat strategis, prioritas dan mendesak; 
b. mcnambah dan/atau mcngucangi pagu a.nggaran yang 

tcrsedia; dan 
c. mendapat persetujuan DPRO 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan dengan keten1uan: 
a. masih dalam objck bclanja bcrkenaan pada kelompok 

belanja dan kegiatan yang sama; dan 
b. tidak mengubah nilai pagu objek belanja berkcnaan. 
c. mendapat pcrsetujuan Sekretaris Daerah selalcu ketua 

TAPD. 

(3) Pcrgcscran anggaran sebagaimana dimal<sud dalam 
Pasal 3 huruf c, dapa1 dilakukan dengan ketentuan : 
a . masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada 

kelompok bclanja dan kegiatan yang sama; dan 
b. tidak mengubah nilai pagu rincian objck belanja 

berkenaan. 
c. mcndapal pcrsetujuan Kepala BPKD selaku PPKD. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf d, dapat dilakukan dengan ketcntuan : 
a. masih dalam rincian obyek belanja berkenaan pada 

objek belanja, jenis bclanja dan kclompok bclo.nja 
scrta kegiatan yang sama; dan 

b. tidal< mengubah nilai pagu rincian objek belanja 
bcrkenaan. 

c. mendapat persecujuan Kepala BPKD selaku PPKD. 

Pasal 5 

(1) Pergeseran Angwuan belanja sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 4 ayat (JI dilakukan dengan cara mengubah 
Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 
berkeruw.n sebaga.i daoar pclak8allaan, yang selanjutnya 
dianggarkan dalam rancangan peraruran Daerah ten,ang 
perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. 

(2) Anggaran yang mengalami pergeseran sebagaimana 
dimaksud pada Pasal ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 
dilakukan deogan cara mengubah Peraruran Bupati 
tentang Penjabaran APBD dan harus dijelaskan dalam 
kolom kctcrangan peraturan Bupati teniang penjabaran 
perubahan APBD. 
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Pasal6 

Tata cara Pergeseran Anggaran belanja sebagrumana 
dimaksud dalam Pasal 3 akan d ijabarkat, dalam sistem dan 
prosedur Pergeseran Anggaran belanja sebagairnana 
tercantum dalrun lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari perattu·m Bupatl ini. 

Peraturan Bupa.ti 
diundangkan. 

BAB lll 

KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ7 

ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 01'11ng mengetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma. 

D. I ct· T . 1tetap an 1 ais 
pada t l 8 f&, ,.c..,::----.,..,,. 

H. BUND 
Diundangkan di Tais . 
pada ta.nggal I\ f.ffe.,,..,. .:tDi, 

KABUPATEN S.ELUMA TAHUN 2019 NOMOR Ob 
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I 
LAMP1RAN :PERATURAN 8UPATI SELUMA 

NOMOR • Ob TAHUN 2019 
TA GG L : g :.t~AA1M :20 9 

SISTEM DAN PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN 

I. KERANGKA HUKUM 
a. Pasal 154 Pern.luran Mcnteri Dala1,u Negt:ri Nomor ] 3 Tahun 2006 

ten tang Prdo~an Pcngelolaan Keuangan Dae rah. sebagaiman te1a.h beberapa kn.li diubah tcrakhir dengan Peratun.m Mt1ntcri Dal.am 
Negeri N'omu.r 21 Tahun 201] tentang Peruooha.n Kcdu~ aoos 
Peraturan Menteri DaJa.m cgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengclolaan Keuangan Dacrah, berbunyi scbagal bcrikut: 
l . Peru.ha.tum APBD dapat dUak:ukan apabila terjadi : 

a) perkembang,an yang tidak sesuai dengan a~umsi. Kebijakan Umum A,igga:raa (KUA); 
b) keadaan yang m ~nye b~bkan harus dilakuk.an Pergeseran 

Anggaran amar unit organi:sasi, antar ~egiatan, dan antruJenis B"lanjp; 
c~ kcadaan yang mcnyeba bka.n s.aldo anggara n lebi h tah un 

sebeJumnya haru.s ctigunakan dalam tahun berja.!an; dJ keadaan darurat; dan 
e) keadaan Juar bis.sa. 

2. Peruba.han APBD hanya dapa. d.ilakukan 1 (saruJ kali dalam l 
tsatu) tahun a.nggaran, 'kecuali cla1am kcade,m lu.ar biasa. 

b. Selanjutnya dalam Pa al l60 .Peraturan Mcnteri Dalam Negcri 
omor 1 :3 Tahun 2006 Lcntang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah. ·ebagaimana telah beberapa k.ali diubah 'tern khir deng.an 

Pcraturan Men~n Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 h:ntang Perubahan Kedua atas Pemturan Menteri Dalam NcgC"ri N0mor 13 
Tatn n 2006 tent.ang Pedoma.n Pcngelola.an Keuangan Daerah.Jberbu.nyi 6Cbagai berikut. 
1. Pergeseran Anggaran ant.ar urut organise i. antar kegiatan, dan 

antar Jenis Bclanja s.cbagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat Ill huruf b serta pergeseran antar Obyek Bcl.nnja dalam Jcnls Belanj dan anuir Rincian Obyek Bclanj~ diformulasikan dalam 
Daku.men Pcla.ksanaan Peru bah.an Anggaran Satuen Kerja 
Perangkat Dacrah (DPPA·SKPD); 

2. per-geseran antar Obyek Bdn.nja dalam Jeni Belanja berkenaa.n dilaku.kan at.as persetujuan S kretaris Oaerah; 
3. perg ·sera.n a.ntar Rincian Obyek BelanJa dalam Obyek Belanja 

bcrkerumn dapal dilak.ukan ata pcrsetqjuan PCJabat Pe~dola 
Keuangan Oacrah rPPKDj; 

4. Pergeseran/perubaha.n urajan da.lam nncian obyek belanja berk naan dilakuJmn atas persetujuan Pej bat Pengcloltli. 
K uangan Daerab lPPKD); 

5. Porgeseran Anggara.n sebaga.imana dimaksud pada angka 2, 
angka 3 Wll1 angka 4 dialBs dilakukan dengan earn mengubah pcraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran PendapatAn dan 
Be le nja Daerah (APBDI seh gai dasar pda.ksanaan, u.n tuk 
se.-lanjutnya dr~mggarka.n dsJam m.ncangar:i perob.1rnn Dacral, 
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tentang perubahan APBO; 
6 . Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan 

antar Jenis Belanja dapat dilakukan dengan c,u-a mengubah 
peraturan Daerah tentang APBO dengan persetujuan DPRD; 

7. anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan 
d:'°/atau peng.,rangan akibat Perge,;cran l\nggaran sebagaimana 
duna.ksud pada angka l dial.as, harus d.ijelaskan dalam kolom 
keterangan perai:uran Bupati tentang penjabaran APBD; dan 

8. tata cara Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud angka 2, 
angka 3 dan angka 4 diatas diatur dalam Bupati. 

II. OESKRIPSI KE(HATAN 

a. Dalam pelaksanaan anggaran ta.hun berjalan, tidak menutup 
kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang 
sesuai dengan keadaan dan kondisi torlonl yang menyebabkan 
terjadinya suatu perubahan pada jumlah anggaran belanja yang 
tercantum dalam APBO atau adanya ketentuan peraturan perundang
undanga.n atau adanya kebijakan pemcrintah yang bersifat strategi8 
yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran antar unit 
organisasi, antar kegiatan, antar Jenis Belanja, antar Obyck Belanja, 
antar Rincian Obyck Belanja maupun uraian dalam Rlncian Obyek 
Belanja berkenaan. Oalam rangka tertfb administrasi anggaran, maka 
apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah 
anggaran belartja yang tercantum dalam APBD. untuk pelalcsanaan 
anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan Pergeseran AnggarQn, 
mekanisme demikian pcrlu dilakukan pcngaturan, karena selama ini, 
oetelnh APBO ditetapk.an, seringkali SKPD mengajukan perubahan 
atas Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah disusun dan 
ditetapkan. Apabila mcnunggu perubahan APBO akan mertjad.i sangat 
lama karena ada mekanisme penganggaran yang harus dilalui 
sedangkan pada saat itu juga anggamn harus segcra dilak.sanakan. 
Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Oaera.h dapac berjalan 
.ecara tcrtib dan akuntabel dalam arti tidak menyalahi rambu-rambu 
peraturan yang berlaku, maka keberadaan me.kanisme yang mengatur 
tata cara Pergeseran Anltgaran belanja yang bersifat operasional 
ataupun tek.nis sangat diperh.1.kan serungga tidak menghambat 
pelaksanaan anggarnn ta.hun bcrjalan . 

b. Pcrgcaeran anggaran bclanja yang wajib ditampung dalam perubahan 
APBD yang merupakan kcwenangan DPRO dalam pengesahan 
anggaran belanja, yaitu pergeseran anggaran antar unit organisasi, 
antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 

c. pergeseran anggaran belanja seba.gaimana dimaksud pada huruf (b) 
dapat dilakukan mendnhului penetapan perubahan APBO, apabila 
tcrdapat haJ tertentu yang bersifa strategis. Terhadap haJ tersebut 
Pemcrintah Oaerah dapat meminta perserujuan OPRO dengan 
keputusan Pimpinan OPRO untulc merealisasikan anggaran belanja 
yang mengalami pcrubahan. 

d. Pergcscran anggaran yang merupkan kewenangan Bupati dala.m 
pengesahan angga.ran belanja le:rscbu1. meliputi : 
I . Perge.eran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jeais Belanja 

berkenaan pada kegiatan yang sama; 
2. Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek 

8elartja berkenaan pada kegiatan yang sama; 
3. Pergeoeran/perubahnn uraian dalam Rincian Obyek Bclanja 

bcrkcnaan pada kcgiatan yang sama; 

8 



I 

e. P~ges ran Anggarru, ~bagaimana dimaksud pada huruf (d) dttakukan d~gan mengubah peraturan Bupati tentang pcnjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, tmtuk selaajutnya dianggarkan da.1.arn ~ancangan peraturan Da rah tenta.ng peruba.h.an APBD dan rnemberitahukan kepada Pimpinan DPRD. f. Dalam r-angka efie~ D'li, dan cfektivi.ta pelakeanaan anggaran tidak t rtutup Jremunglrinan adanya perubahan u.raian yang tercantum dalam r.indan o~yck belanja pada DPA SKPD dil'uw- pergeseran angganrn, mehputl : 
a. Perubahan harga satuan dan volume: 
b. Perubahan lokasi; 

Ill. PU-JAK-PU{AK YANG TERLIBA'f DALA.M PERGESERAN ANOGARAN 

a . Satuan Kerj Pei ITTgkat Daerah (SKPDJ= 
J . mengevaluasi pclaksanaan anggru-an tahun berjalan daJarn rs.ngka mengajukan usulan Pergcseran Anggaran; 
2. mengaju.kan usulan Perg ~ran Anggtuaa ~ Lanja yang dlsertai dengan rancangan DP?A-SKPD kepitda &kre•aris Dacra.h sela.ku ketua Tim Anggaran Pcmc::nntah Daerah ffAPDJ melalui PPKD: 3. menyu~ un rancangan DPPA-SKPD; dan 
4. mcnglkuti pcrnbahasan terhadep usul1U1 .Pt;rgese.ran Anggaran belanja bersama dengmi TAPD. 

b. Kepala Bad.an Pengelolacm Keuangan Dacrah (BPKDJ a.tau perangkat Daerah yang membidangi pengclolaan keuangan Daerah selalru PPKD: l. menyiapkan SW"at Eda.ran Sekreums Daerah tentang Tcknis da.n Jadwal Usulan. P,ergese.ran Anggaran Bc:lanja 1'a.hun !\nggaran ber~cnaen; 
2. menamp\.1Dg u~ulan Pcrgcseran Angga_.ran belanja dari SKPD yang disertai rnncangan DPPI\; 
3. menycknggarakan adminjsu-asi peJ 'lksanaan Per-gesers.n An~aran belanja; 
4 m ngikuti pembahasa.n uaula.n Pcrgcsenm Angganm. belanja bersam dengao '1' APDi 
5. menerbitka.n surat perse-ruj uan/ pcnolakan tcrh.adap Perges.eran Anggaran antar Rincia.n Ohyek BeJanja dalam Obyek Belmijo. berkenaan; 
6 . menerbitkan surat per-~etujuan/ penolakan terhadap pcrgeseran/ pcrubaha.n ura.ian dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; 7. mcnyiapkan rancangan peracu.ran Bupati lentang perubahan penjabaran APBD; _ ; 8 menyiapkan slll"8t pernbcntahuan Bupatl tent.ruig Pergcscran Anggaran belanja unluk disampajkan kcpada Pimpin.an DPRD; 

dan 

c. Tim Anggaran Pemerintah Daer-ah fl'A.PDJ: d.ia"ukan L membaha,s u!<i-ulan Pergeseran Artggaran be-lo.nja yang ll 
oleh SKPD; 

2. mcncliti
1 

mengkaji dcm rnemvcrifikasi rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh SKPD; dan 
3. dap,at mengundallQ SKPD :yang be.rsangkuU;n dalam rangka. ~bahasan u uJan Pcrgeseran Anggaran belanJa. 

g 



r 
d. Sckrctans Oa- h lak "a se u Ketua TAPD· 

l. menerbitkan suro., pcr-.ctu·uan · . 
Anggaran antar Obyek &1a,;· /penolakru, terhadap Pcrgeseran 

2. menyetujui dan menyerai~ dalam Jen,s Belanja berkenaan; 
~ntang Perubahan Penjabar:;, ~~~~ Peraturan . Bupati 
d1tetapkan; dan epada 8upatJ untuk 

J. Pememimpin clan mengkoordinasikan 
rgeseran Anggaran belanja; TAPD daJam pembahaoan 

e. Bupati; 

I. menetapkan rancangan Perat . 
Penjabaran APBD men. cU ttran Bupaa . ten tang Perubahan 
Penjabaran APBD; dan Ja Pcracuran Bupar:, tentang Pcrubahan 

2. menyam))rukan rurat pcmbe ·tah 
kepada Pimpinan DPRD. n uan Pergeseran Anggaran belanja 

IV. LANOKAH-LANOKAH TEKNIS 

a. BPKD menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Oaerab tcntAn T kn. 
dan JadwaJ UsUJan Pergeseran Angga.ran Belania Tah Ang e ,s 
berkenaan: , un ggaran 

l. PPKO menyiapkan Rancangan awaJ Surat Edaran Sekretari 
Daera_h tentang Tcknis dan Jadwal UsuJan Pergeseran Angg~ 
8clanJa Tahun Anggaran berkenaan; 

2 . PPKD menyerahkan rancangan awal rurat edaran teniebut kcpada 
Selcretaris Daerah; 

3. Sekretaris Daerah mengotorisasi rancangan awal surat edaran 
tersebut menjadi Surat Edacan Selm:taris Daerah tentang Tcknis 
dan Jadwal Usulan Pergeseran A.oggaran Belanja Tahun Anggaran 
berkenaan; dan 

4 . PPKO mengoordinasikan penyebaran surat edaran tcrsebut kcpada 
SKPD. 

b. Penyusunan usulan pergeseran anggaran : 
I . Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan 

serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerint:ab 
clan pemerintab daerah terhadap program/kegia tan yang menjadi 
tugasnya; 

2. Kcpala SKPD mengajukan u"ulan pergesers.n anggaran kepada 
Selcretaris Dae.rah selaku Kerua TAPD disertai alasan/ pertimbangan 
yang menguatknn dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPO; 

3. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang diserujui 
Selm:taris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut 
oleh TAPD; 

4. PPKD menycrahkan usulan pergeseran anggaran untuk dibahas 
TPAD. 

c. Pembahasan usulan pergeseran anggaran : 
I. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran 

anggaran sesuai petunju.k/ arahan Sckrctaris Dacrah :;elaku Kerua 
TAPD; . 

2. TAPD melaku.kan pembahasan tcrhadap usulan perubahan ura.oan 
yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPO; 
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d. Penerbitan persetujua.n pergesera.n anggaran ; 
I. Sekret.aris Daerah berdasa.rkan hasil pembahasan dengan TAPD 

menerbitkan surat persetujuan/penolakan terbadap pergescran 
an~~ antar obyek belanja dalam jenis belru,ja berkenaan yang 
mcnJadi kewenangannya, serta memberikan pcrsetqjuan lerbadap 
DPPA-SKPD; 

2. PPKD berdasarkan hasil pcmbahasan de11gan TAPD menerbitkan 
surat persetujuan/pcnolakan terbadap terhadap pergeseran 
anggaran aotar rincian obyek belanja dal.run obyek belanja 
berkenaan, serta memberikan perserujuao terbadap rancangan 
OPPA-SKPD; dan 

3. PPKO menerbit.ka.n surat Persetujuan/ penolakan Lerhadap 
Pergesera.n/ perubahan utaian dalam rlncian obyek belanja 
berkenaan, serta memberikan persetqjuan terhadap rancangan 
DPPA-SKPD. 

e , Pcnyusunan Rancangan Pe-ratu.ran Bupati Lcntang Perubahan 
Penjabaran APBD: 
I. PPKD berdasarkan surat perserujuan terhadap Pergeseran 

Anggaran dan DPPA-SKPO menyusun Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Pcrubahan Penjabaran APBD clan menyerahkannya 
kepada Sckretaris Dacrah; 

2. Sekrctaris Daerah menyerahkan rancangan perarura.n Bupati 
terscbut kepada Bupati; dan 

3. Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupat.i tcntang 
Perubahan Penjabaran APBD. 

f. Menyiapkao aural bupati tentang pemberilahuan Pergeseran 
Anggaran kcpada pimpinan DPRD: 
!. PPKD menyiapkan sural Bupati tentang pemberitahuan 

Pergeseran Anggaran mendabului penetapan perubahan APBD 
dan menyerahkannya kepada Sekreta.ris Daerab; 

2. Sekreta.rfa Daerah menyetujui Gurat tersebut dan 
menyampaikannya kcpada bupaLi untuk diotoriasi; dan 

3. sural 1ersebut kcmudian disampaikan kepada pimpinan DPRD. 

g. Pengesahan DPPA-SKPD. 
PPKD mengesahkan OPPA-SKPD sebagaJ dasar pelaksanaan kegiatan. 

V. BENTUK FORMAT DOKUMEN PERGESERAN ANGGARAN 

a. bentuk format dokumen yang digunakan terlcait dengan sistem dan 
prosedur Pergesetan Anggaran meliputi: 
I . surat usulan Pergeseran Anggaran dari SKPO meliputi ; 

- Lampiran l. rincian usulan Pergeseran Anggaran antar Obyek 
Belanja dalrun Jenis Belanja berkenaan; 

- Lampi.ran 2. rincian usulan Pergcseran Anggaran antar Rincian 
Obyek Belanja dala.m Obyek Belanja berkenaan; 

- Lampiran 3. rinciao usulan pergeseran a.tau penibahan Uraian 
dalam Rincian Obyek Belanja berkenaan; 

2. rancangan OPPA dalam format Sistem Administrasi Keuangan 
Daerah (SAKO); 

3. surat perserujuan/penolakan Sekretaris Daerah atas Pergeseran 
Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis Belaoja berkenaan; 

4. daftnr SKPD alas persetujuan Sekretaris Dacrah; 

11 



5. rincian Pcrgesernn Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jellis Belanja bcrkenaan atas perutu.Juan &kretans Oacrah; 6 . surot pcrsetujuan/ pcnolalcan PPKD atas Pergcscran Anggaran an tar Rincian Obyek Belanjn da!Am Obyek BelanJa berkenaan atau pergeseran/perubahnn Uraian clalarn R,ncian Obyek 8elanja berl<enaan; 
7. daflar SKPD at.as perse!UJUM PPKD; 8. rinclan Ptrgeseran Anggaran antar Rincian Obyck Belanja dala.m Obyck 8clanja bcrkenaan at.as perset'-'JUan PPKD; dan 9. rincian pergeseran/perubohan Unuan dnlam Rincian Obyek Belanjn bcrkenaan atas persetujuan PPKO. 

b. conloh formal dokumen P,,rgeseran Anggaran sebagllimnna dimaksud pada huruf a diaias dapat disesurulum lebib lanjul menurut kebuluhan don perkembangan keodaan rangka tcrtib adminlstra.si kcuangan. 

12 



J. Contoh format Surat usuJan Pergcseran Anggaran dari SKPO 

Nornor 
Sifat 
Lampinu, 
Hal 

, 
V 

PEKERINTAB KABUPATE!f SELUMA 
KOPSKPD 

, 

Jal.an ..................... . 

Segera 

Usulan Pergcseran Anggaran 
Oalam APBD TA 20., .. 

......... , .. ....... . 20,, ,, 

Kepada 

Yth. Sekretar,s Oaerah 
Cq, Kepala BPKO selaku 
PPl<O 

di -
TEMPAT 

Dengan memperhatikan keteoruan Pergeseran Anggaran 
sebagaimaoa tercantum dalam Peraturan Bupati Scluma Nomor 
... Tahun 20 I 9 ten tang Tata Cara Pergcseran Anggarao. dengan 
hormat kami mengajukan usulan Pergeseran Anggaran antar 
Obyck Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan/Pergc&:ran 
Anggaran antar Rincian Obyek Belanja daJam Obyek Selanja 
berkenaan/pergescran/perubahan Uraian dalam Rincian Obyck 
Belanja berkenaan dalam Angg,,ran Pendapatan dan Bclanja. 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan alasan dan 
pcrtimbangan sebagaJ bcn1rut: 
l , .......... .... ; 
2 . ... ........... ; dan 
3 . ... .......... . 

Berkaitan dengan ha! terscbut diatas, kami mohon kiranya 
Bapak dapat menyetujui usulan Perge$cran Anggaran yang karni 
ajukan agar dapat ditampung daiam Peraturan Bupat! temang 
Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Dokumeo 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuao Kcrja Perangkat 
Daerah fOPPA-SKPDJ, dengan rincian pergeseran/perubahan 
anggaran dan rancangan DPPA sebagaimana terlrunpir. 

Demikiao disampaikan, aras pcrhatian dan kerjasamanya 
diucapkan terima kasih. 

Kepala SKPD, 

Narna Lengkap .,. ,,,, 
Paogkat/ GoL,,,,,,,,,, 
NIP . . . ............ ..... .. . . 

Tembusan disa.mpaikan kepada Ylh; 
I , Kepal& 8PK.D Kabupaten Selum,. 
2 . l{cpQlll 8e..ppcda Kabupaten Sdunm 
3, Kepala l3agian Hukum Setda K-Ahup$tcn Seluma 
4 . fnspektur Kabupatcn Sc1uma 
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2. Contoh Formal Lampiran J. Rincian Usulan Pcrgeseran Anggaran anw- Obyek Belanja Dalam ,Jems Belanja Berkenaan 

RlNCIAN PEROESERAN ANOGARAN ANTAR OBYEK BEi.ANJA DA.LAM JENIS BEi.ANJA BERKENAAN 
TAHUN ANOOARAN 20 ..... 

SKPD· . . .... ' .. ' 
NO, Kode RekenJng Prognm/ Keglatan/ Jenio Belaaja ~nl R-' 

Semula Bertambah/(Berkur MenjadJ ---· 
l LO 1.00.06.02 Kegiatan Pcnyusunan 

Scmcsteran 
Pclaporan Keuangan 

S.2 .2 Belania Baranb dan Jasa 
5.2.2.06 Obvek Belania : Cetak dan Pen--andaan 
S.2.2.06.01 Rincian Obvek Bclania : Cetak 3.000.000 

S.2.2.01 Digeser ke 
Pen-~ndaan 

Rincian Obyek Belanja (2,000.000) 

Sehingga Rincian Obyek Belanja . Cctak 1.000.000 . 
Meniadi 

5.2.2.00.02 Rincian O~•ek [!elan:a Pen--andaan 500.000 
Pe-escran da.ri Rincian Obvek Belania C.,ta!< 2.000.000 
Sehinat.Ja Rinc.ian Qbvck Pen--andaan Meniadi 2.500.000 

KEPALA SKPD, 

Nama Lengkap ..... .. 
Pangkat/ Ool.. ........ . 
NfP ........ ......... ...... . 

u 



3. Contoh Format Lampiran 2. Rincian Usu Ian Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belaaja Dalam Obyek Belanja Berkenaan 

RlNCIAN PERGESERAN ANGGAR.A.N ~TAR RJNCLUf 01\'.BK BELANJ~ DAI.AM OBYEK BEi.ANJA BERKENAAN 

SKPD: ..... ... . 
TAHUN ARGGARAB :10 . .... 

NO. Kode Rell:ellln,: Provam/ Kegiatan/Je nil Bela.aja An--•an IR-• 
Semula Bertambah/(Berlau Meajacli 

anal I 1.01.00.06.02 Kegiaum Penyusunan Pelaporan Keuangan 
Semesteran 

5.2.2 Belania Barano dan Jasa 
5.2.2.06 Obvek Belania : Cetal< dan Penaaandaan 
5.2.2.06.0 I Rlncian Obvek Belan ;a : Cetak 3.000.000 

5.2.2.01 Digeser ke Rincian Obyek Belanja : (2,000.000} 
Peno<>andaan 
Sehingga Rincian Obyek Belanja ' Cetak 1.000.000 ' Meniadi 

5.2 .2 .00.02 Rincian Obvek Belania Pen ......... andaan 500.000 
Per2eseran dari Rincian Qhvek Belania Cetak 2.000.000 
Sehinaoa Riocian Obvek Pen°0 1U')daan Menjadi 2 .500.000 

IIBPALA SKPD, 

Nama 1,engkap ...... . 
Pangkat/ Gol. ........ . . 
NIP, .................. .... . 
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4. Contoh Focmar Lamp:i:ran 3. Rincian Usu.Ian Pergeseran atau Perubaban U.ra1an DaJam Rmcia.n Obyek Belanja Berkena..an 
RlftCIAN PERGESERAN /PERUBAHAN URA1AB D~ 'B]'.NC!AN OBY'.EK BEL.ANJA BERKEBAAR 

TA.HUN A.lfOOARAN ~O .. ... 
SKPD· .... 

NO. Kocfe Rokening Pr'olJ:(ml/Kegiatan/ Jen.bi ~aJ11 I AnlDDtnm t RPI 
I Semalla Bertamba.h/ (Berkura Melljadi 

IU!I 
1 1.01.00.06.02 Kegiatan Periyusunen Pelaporan k:~uangan 

Semesteran 

5.2.2 BelanJn Bara.ng dan Jasa I 
5.2.2.06 Ohvck Bchmia Ceta.k da.n Pefl'!Q_andaan 
5 .2.2.06.0 I Rincia n O bvek Belaniia Cetak 3 .000.000 

Cctak Buku A. 1.000,000 
Ce tak Buk:u B 800.()00 
Cetak Buku C 1.200 000 

Dif!e:;er Meniadi 
. Cctak B u.ku A 1.000.000 500.000 1.500.000 

Cetak Buku B 
- -

(200.000l 600.000 800.000 
Cetak Buku C 1.200.000 1200.000l l .000.000 
ATAU 
Cetak Buku A Bcrubah Meniadi B'uku D 1-000.000 - 1.000.000 
Cc~ ~ Buk:u B Beruba.h Men j~di Buku E 800.000 700.000 1.500.000 
Cetak: Buku C Berubah Mcn.iadi auku F 1_200.000 .(100.0001 500.000 

I _ Dst .- .... .. 

JIBPALA SK.POI 

N wna Lengka.p ..•.... 
Pangkat/Gol.. ..... ... . 
NIP ... ,, ........ ,,,.,.-......... ~••-
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5. Contoh Fonnat DPPA SKPD dalam Format SIMDA ~EUANGAN 

DOKl.JMEN PELAKBANMN PEiw.ilABAN ARGGARAlf Nomot DPPA SHPD Fonnulir J- BATU.AN KERJA PERAIIGKAT DAERAH X.XX XX XX XX 5 2 DPPA-Kab.!!P,aten Sclurn.a 
SKPD __ _ __ Tshut1 Anggnran 20.... 
2.2. l _Urusan Pcmerinta.han: X.XX 

Organisasi: X.X.XX~L============-=--=---~----------------------=-==:J Pmro-arn ; X.XX~XX.XX 
J{egiatan : X.X.X.XX.XX.XX 
L.okasa Kegiata.n =-- _...=.;:;~- - ~------------------------------ - - ----- ---1 Latar Belakang Pernbahru.1 

• Jnc:ltkator & Tola.k Ukur Kine ·a Bdan'a Lan sun 
' lndikator Tolak Ukur Kine ·a I TS•rgr Kin•~---Sebclum &telah P<?rubahan I Sebelum Peruba.h;;- Setel.ah Perubaha.n Peniibah.an 
C C apai an rrograru I _ _ 1 j I I I ' J I I ~ Masukan j I I ' · b ~~uw ' Ha~il I I 1 1 , 1 , , Kelompok Sa.sarnn: .. ... ..... , 

-. 1-- Rjndan Dolrumen Pdaksanaa11 Perubahan An aran Beta.n·a Lan sung Progrys_rnda11 P~r Kcg!ar.an Safuan Kerja Perang.kat Dacrah 
Sebelum Perubahan 1 

•• Sctelah P~rube.han f BcrtambahnB Kade Rekcning I Ur-wan I erku.rana) I Rincian Perhitun an Rincaa.n P~rhitun an 
- -

i~:v l Satua Tarif/Ha .Jun,1 1 Volu Satua I Tarif / Ha Jumlab I fRpJ I % 
ah I ~ n rga 

I 
:n rge 

1 2 I 4 I~ 5 1&=3x 8 l 9 -i- 10 I l l=8x10 1 12~11 ~ I 13 
5 I 
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,-
xx xx xx xx X JumJ 

JC ah 

.... . , tangga.l .. .... Triwula.n J Rp .. , 1 • ◄■■ J "' f'1;9,1,1,. ,. r • ► 
Mengcsal mkan. TriwuJan U 

Rp .. ... ~········ .. -··, ., 
Pejabal Pe:ngeloJa Keuangem Daerah !riwulan U I Rp. ·••-r • ....... . .... .... .. . . .. "' 

ITanda ·r~nga.n) Triv.1.dan rv Rp .. , ... ....... ..... .. 
(Na.ma Lengkap) JurnLah Rp 

N IP ..... 
Tim An~.ara.n Pt:merin tah Daen:i h No. N1;1ma Nm·p Jabata11 I Tanda Ta.rumD Dst 

r 
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6 . Contoh Format Sura Pers.etujuan/ Penolaka.a Sekretaris Dae rah atas 
Perge eran Angga.ran Antar Obyek Behmja Oalam J ·nis B Jaaja Be:rkenaan 

Nomor
Sifat 
Lan1puan 
Hal 

'PBIIERJJfTAII IKUUP61'Elf SELUIIA 
KDPSKPD 

Jala..11 ...... -■- •••••••••••••• 

Seger-a 
.... - - - .. "II!. 

Perset.ujua.n P rgcseran 
Anggaran Antar Obyek 
BeJanja. Dalam Jen.is Belanja 
Berket1n.an Dalam APBD 
Tahun Anggaran 20 ..... 

.. ■■ I • I ■ ii Ii Ii • j .. -~- --· .... . . 20 ... . 

Kepada 

Yth. Kepala Pera.ngkat Daera.h 

di -
TEIIPAT 

Sehubu.n:gan d.engan ada:.nya Perg se:ran Angganm 
Sif.-b~rnanei lercant.um dalam Pera.tu.nm Bu pa.ti .Nomor . . ..• 
Tahun 20 ... ten.tang Tata Cara Pergeser.an Anggaran Bela.nja. dan 
ha sil pemba:hasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah [T APD) 1 

dengan ini kami sampaikan pen tujuan/p oolakan atas 
Perges.eran Angsa:te.n ant.av Obyck BcLe.nja dalam Jen;~ Be1:;mja 
berkcnaan dalam Anggru:an Pendapatan dan Bdanja Daerah 
(APBD) Tah un Anggaran 20.. . scbagailmma daftar SKPD 
Lerlampfr. 

Sclanjutnya disampaikan bahwa Sur-at pcrsetuJu.an inj 
mcnja.di dasar: 
a . Pd.aksanaa.n Perubahan Pera.turan Bupati Nomo:r ... Tah un 

20 .... tentang Penjaba.ran Anggara.n Pendapatan clan Bellanje 
Daerah Tahun Anggamn 20, ... ; d:an 

b , Pcnerbitan Dokumcn ~claksanaan Perubahaa Angga.nm 
Satuan Kcrja Pe:rangk.at Daei:ah (DPPA-SKPD) ~el>uai 
1«_,,tcn luan pcrnturan p&rundang-unda.ngan. 

Demikian disampaikan, atas persetujuan dan 
kc:rjasam.anya diucapkan tcrima kaam .. 

SEKRETARIS DAER.AH. 

Na.mSt Leogkap 
Psngkat/ Gol . , ......... . 

IP . ........ i••i ... ..... I . ....... . . . 

au pali Seluma ~sie'bapl J poranJ 
Ji;'.~pala BPK.O 1{abu_patcf1 Selu_me 
IC(';pa]a Bappcda, Kabupeitcn &!uma 
&cpela Begum Hukum s~tda Kabupatcn Sc-hrrna 

5. lm1pckt.L1C Ki!ibupi.tc:n Sdumn 
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7. Daftar Pemngkat Dae rah a..tas Perse tujuan Sekretaris Daerah 

DAFTAR SKPD YANG DlSETU.JUI OLEH SEKRETAJHS DAERAH 
TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN TAR OBYEK BELANJA DALAM 
JENIS BELANJA BERK"ENAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SELUMATAHUN ANGGARAN 20 .•. 

NO. SKPD NOMOR SURAT USULAN 

L 
2 
3. 

SEKRETARJS DAERAH,, 

:m 



8 . Con toh Formal Pcrgc senm Angga ran An tar Obyek B-elanja Dal~ J enis Bclanj a Berken a.an a.tas Persc tuj uan Sekretaris Dac:rah 
PERSETUJUAN .RINClAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELAN.JA DALAM JENIS BE.LANJA BERKENAAN 

ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. DAERA.H 
KABU.PATEN SELUMA TAHUN ANOGARAN 20 ... 

NO. ltode Ptap.m/Ke&f.atan/ Jen.1'1 Belaoja A.n.llDraJI •Rn~ PBRSETUJUAN 
Rekenlna: Be.m.ula Bert&m'bah/ Menj:a,dl 

tBer~u.ar-~ 
N'ama.SKPD: ...... H 

l 1.01 .00.06.02 Kegiatan Penyusunan -
Pelaporn.n Kewmgan 

Seme slc:ran 

5.2 .2 Bele.nfa_ Baran.iz dan Jase. 
5 .2.2.06 Obvek Belan~a : Cetak dan ; ._.. '""""'-andaan 
5.2.2.M.01 Rincian O bvek BeJan ia : Cetak J .500.000 ,1.000.oom 500.000 SETUJU 

5 .2.2,0·l Diw;e:s<: r- Ire Obyck : Belanfa Hahan oaka.i Habl ij 
5.2.2.01.01 Rincian Obvck Bele.nia : Ala t 1\Jlis Kan tor 

Sehin1ma Rindaa Ohyck BeJanja . ATK l.000.000 1.000.000 3.000.000 
Menfadi 

Dst .......... , 

l 

KEPALA SKPD, 

Nam.a Lenglmp .... , .. 
Pangka.l/ GoJ ..... ... ... . 
NlP .... ............ ... ... ... .... . 
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9. Contoh Format Surat Persctujua.n/Ptmolakan PPKD Terhadap Perge&::ran 
Anggaram Antar Rindan Obyek Belanja DaJarn Obyek Belanja Ber~enaan 

Nomor 
Sifat 
l.a.JllpiTan 
Hal 

PEMBRDITAH KAJHJPATEB SEUJIU. 
KOPSKPD 

Jal.an. .•.........•.••.•.... 

Pr:rsctujuan Pcrgcscnm 
Anggaran Antar Rjncian 
Obyek BeJanja Da!Qm Obyek 
Bela.nja Berkenaan Dalam 
APBD Tuhun Anggaran 
20 ..... 

... • • • • .. • t " . , ...... .... 20 ... . 

Kepa.da 

Yth. Kepala Perangka l Dacrah 

di -
TEMPAT 

Sehubun~an dengan adanya Pergeseran Anggaran 
sebagrumana tercantum dala.tn Peraturan B-upa.ti Nomor .. 
'T'.ahun 2018 lenwcUg Ta't;s Ca~ P 't"ge:ScTan Anggaran Belanja 
dEm haail pc::mbaha5a.n Tim Angga:ran Pemcrintah Dae-:rah 
ffAPD), ,dengan ini kami sampaikan pcrsctujuan/penoiakan 
ams Pe:rgeseran Anggara.n an tar Rincian Obyek Belanja dalam 
0 byek Belanja be:rkenaen/ pergesera:n / peru bah.an Uraia.n dalam 
Rincian Obyek Beianjs berkenaan da.iam A.nggaran Pendapatan 
dru1 BeJanja Dacrah tAPBD] Tahun Anggaran 20XX :scbagaimana 
dal'tar SKPD terlllDlpir. 

SeJanjutnya disa:mpaikan bahwa Surat pcrsetujruan ini 
mcnjadi dasac 
a. pelak58.IlWIIl perubahan Peraturan Bupati Nomo.r .. , Tahun 

20. ___ tentang Penj,abaran Anggaran Pendapatan den Belanja 
Dae-rah Tahun Anggaran 20 .... ~ dwt 

b. penerbita.n Dolru.men P laksanaan Pc.rubahan Anggaran 
Ssh.Jan K.c-rja Pc:.rangkal Daereh (DPPA-SKP'D} sesuai 
kctcntuan pcrah.l ran pcru.adaog-unda11gan. 

Dem.ikian disa.m.paikan. a t.a,s pe.rsetuj uan dan 
k -rjas..'imanya diucapkan terima kasih. 

PPKD~ 

Nama Lengkap 
Panglml/ Gol . ......... .. 
NIP, ., .. . . ~ .......... ,., · ·••T .. ., ..... . 

Irn buaao cJisamoolka.n keoodn Ytb; 
1 Bupa.ti Seluma f :sebagai lapo-ranf 
2. Scmtari1l DB.l?mh 'Kabupa:ten Seluma 
3 . Kepola Bnppeda K.a.bupalen 5cluma 
.q . Kepa[a Bagian -mulrum Setda Kabupaten Sehuna 
5 . 1nirpc!ktw Kabupetcn Se.hrme 

22 



6. Contoh Format Daftar SKPD atas Persetujuan PPKD 

NO. 

1. 
2 . 
3. 

DAFTAR SKPD YANG DJSETUJUI OLEH PPKD 
1'ERHADAP PERGESERAN ANGGARAN AN1'AR RINCIAN 08YEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENMN 

ANGGAAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

SKPO 

KABUPATEN SELUMA TAHUN ANCGARAN 20 ... 

NOMOR SURAT USULAN 

2) 

PEJABAT PENGELOLA 
KEUANGAN DAERAH, 

Nama Lengkap ..... .. 
Pangkat/ Col. ......... . 



7 . Contoh Format Rincia.n Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Berkenaan ataa Persetujuan PPKD 

NO. 

RINClAN PEROESERAN ANOGARAN A.NTAR RlNClJ\N OBYEK BE:LANJA DAUM OBYEK BELANJA BERKENAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN A.NOGA.RAN 2() ... 

Kode Propam/Kegiatan/Jenia Bela$ AD&an.D (Rt>l PEllSETIJJUA.ff 
Relulnmg aemwa Bei:taml;ab/ MenJ•-cU 

(Berkunn£) 
Nam.a S.KPD; ......... 

l l .01l .00.06.02 Kegiatan Pcnyusu.nen Pelaporan Keuangan 
Semesteran 

5.2.2 Bela.njo. Ba.:rana dan Jase 
5.2.2.06 Obvck Bdania CeLak dan Pcmmwidaan 
S-2,2-06.01 R.incian Olbvek B-elania Ce tak 
5.2 .2.0] Dlgeser ke Rincian Obyek Belanja 

PenR2andaan 
Seh.inggc.! Rincian Obyck Belanja. Cetak 
Me11jedi -

~ 

Rincian Obvek-Belanja Pen~f.!andaan 5 .2.2.00.02 
Per-izc seran dari Rincian O bvek Bel9J:1ja Cetak 
Sehiruma RinciE!.n Obvck Pemnz:andaan .fi.'fcniadi 
DeL ..... 
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3 .000.000 
(2-000.000) 

500.000 
2.000.000 

SETUJU 

L00O.O00 

J.S00.000 

PEJ A-BA. T PENG ELO LA 
KEUANOAN DAERAH, 

Nnma Lengkap __ ___ _ _ 

Pangka t/ GoL. _ ... _ .. , 
NJP II, • • • .. . '" •• "I .•••• I . , • Ill I ■ • • 



8. Contoh Format Rincian Pergeseran/Perubahan Urajan Dalam Rincian Obyek Bclanja Berkenaan ai..s Persetujuan PPKO 
RINCIAN P!;;ROESERAN/PERUBAHAN URAlAN DALAM RINCIA.N OBYEK BEi.ANJA BERKENMN 

ANOOARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN SELUMA 
TAHUN ANGOARAN 20 ... 

NO. Kode Program/Keglatan/ Jonb Belaaja 
Roltoning Semula 

Nam• SKPD : ........ 
l l.01.00.06.02 Kcgiatan Penyusunan 

Semesteran 
Pelaporan Keuangan 

5.2.2 Belania Baran• dan Jasa 
5.2.2.06 Obvek Belania Cetak dan Pen••andaan 
5.2.2 .06.01 Rincian Obvek Belania Cctak 

CctakBuku A 1.500.000 
Oi.-eser ke Cetak Bulru J 
Sehin••a: 
Cetek Buku A meniad.i 500.000 
Cetak Buku J men;adi 

Ost ..... . 

2$ 

u. fR 
Bertamltah/ 
fBerlmnu,•• 

1 1.000.000\ 

PERSETUJUAN 
Menjacll 

SETUJU 

500.000 
1.000.000 

PEJABAT PENGELOLA 
KEUANGAN DAERAH. 

Nama Lengkap .... .. . 
Pangkat/ Ool. ......... , 
NlP. ·· ···~······· .. ·· ..... 



VI. BAGAN Al.IR (FWW CHA.R1} StST~M DAN PROSEDUR PERGESERAN 
ANGGARAN BELANJA 

A. KETERANGAN GAMBAR 

NO. OAMBAR KETERANOAN 

L D Pros4:!s I Aktivasi 

2. 

<> Altematif Keputusan aiau Situ.asi 

3. 

D Dokumen 

.q. 

D Proses yang tclah dijelaskan sebelumnya 

5 . 

0 I Ber1anjut ke halaman 
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B. BAGAN ALUR 

I. BPKD menyiapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Teknis dan Jadwal 
Usulan Per•eseran An Belania Tahun Ani,i,aran 20xx 

URA!AN PPKD SEKDA 

PPKO me.nyiapkan I. Rancangan awaJ Per81lq)an &.i~t Surat Edaro.n Sekrctaris Dacrah l'A&nm ~ lCt:IWlg 

tet\ta,tg Teknis dan Jadwal Usutan 1·e1cm. dan Jnd...,-.J 
U!r.1_\an "'1'~ 

Pergescran Anggaran Belanja Tahun Allfpriin llewtja TA 
Anggaran 200xx. 20J<X 

Oral sum Edani;1 
Sekda tcntBl'I& Tdcnis 2. PPKD menyero.hkan rancangan awal da:l Jadwal Vlllilarl 

&Ut"at. edaran ter$Cbut kepada Pct~ Al.tgg.iuan 
8daoja'?A20xx Sekretaris Daerah 

Sf! &kd& lm'i.ang 
lmllllng Tdcnh d.&l 
J~ U-sul.an 3. Sekretaris Daerah mcngotorisasi ~!11:rwi~an 

rancangan awal surat cdaran tcrsebut fkl.Mj1t. TA 2(),e,,: 

mcnjadi Surat Edaran Sekretari$ 
Daerah tentang Teknis dan Jadwal 
Usulan Pergeseran Anggaran Belanja 
Tahun Anggaran bcrkenaan 

·". SKPD 

4. PPKD mcngkoordinasikan penyebaran 
Surai Edaran Sekretaris Daerah 
tentang Teknis dan Jadwal Usulan 
Pcrgeseran Anggaran Belanja TA 20xx 
kepada SKPD-SKPD 
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n. Penyusu.nani Usulan Per-rre-scran An~arllll dan. Rancan an DPPA-_S_KP~· ,...cD:....._ _ _ _ --i 

UR.A.IAN S.KPD SEKDA PPKD 
1--- - - - - -

l . Kepala SKPD mengevaJua1;>1 £va1ua31 

pelaksa.naan olillggaran tahun berjalan ~~ 

serta mcman tau perkem ba ngan ~=1 ;A 
pelaksanaa n kebijakan pem-erin tah den ~ 

pemerintah deerah terhadap 

program/kcgialan yang menjad.J '---
tugasnya. 

2. Kepala SK.PD mengajukan usulan 
pergeseran anggaran kepada Sekretaris 
Dacrah selaku Ketua TAPD di emu 
alasan/pertimbangem. yang menguatkan 
dilcngkapi dengan r,:1ncangan DPPA
SKPDi; 

3. PPKD mcnghi.mpun usula.n pcrgeseran 
anggaran yang disetuj ui Sekretaris 
Daerah selaku Kern.a TAPD guna 
dibahas lebib Janjut oJeh TAPD 

4. PPKD menyerahkan usuJan perg ·eran 
a.ngga.ran untuk: dibahaA TPAD. 

2S 

U5Ulnll 
.t'trg,l!!lr'JBJ\ 
A"lgllr'IIIJ 

41!1~ 
I Rllncanl!,IIJl 

DPPASKPD 

Ulllilim 
Pe:f~9C'mtl 
AJlgganu, 

u.atuk 
4 1tmlm11 

TAPD 

... ~ -

D 
G 



IJI. Pembahasan Usulan Per,reseran An 
URAIAN SEKDA TAPD 

I. TAPD melakukan pembahasan U,i~bu1 
terhadap usulan pergeseran anggaran """""""" scsuai petunju.k/ arahan Sekrctaris 

.,,_....., 
RilDCa:ugian OPPA· 

Daerah sclaku Ketua T APO e;,:.f'I) 

-
-----

2. TAPD melakukan pembahasan 
terhadap usulan perubahan uraian Pembe.hasan 

yang tcrcancum dalam rincian obyek 
belanja pada DPA-SKPD 

""'" ~bllh&.$0.tl aias 
U8Ullffl ,,.,_,.,, 

""""'"'" -Raocaupn OPPA· 
Sl<J'O -
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IV. Penerbitan Persetu'mm Per, esera.n An -an 
..;;;..;;;;--.;;..;;;..;;;..;;_;;;;;;;.;;;..;;;.=....:;:=;;.;;.___-------.-------.----------1 

URAIAN SKPD 

1. tiekretaris Daer-ah berdasarkan 
basil pembahasan dengan, TAPD 
mcnr:rbitkan Surat 
Pcrsetuj uan / Pcnolakan 
terhadap Pergescnm Anggm:-an 
an tar Obye k Belanja dalsm 
Jenis Bela:aja berkenaan serta 
membcrikan pc~Lujttan 
terh.adap rancangan DPPA-SKPD 

2. PrKD berrlasarkan 
pembahasan den~ 

hasll 
TAPD 
Surat menerbitkan 

Pc:r&etujusn / Pe:no!11:1.K....,... ___ __.___, 
krh~dap Lt;rh~tlap 
Anggaran antar Rln 
Belanja dalam Oby 
berkenaal'l serta m 
p;r~tujuan 

l.Jml11111 
~D 

Mgglllan dan 
RiateimgB.u DJ'PA
~ 

nmcangnn DPPA~SKPD. 

3. PPl<D menerbi tka.n Surat 
P-erse-rujuan / Penolaka.n 
tcrhedep 
pcn;e cran / perubahan Uraian 
da.lam Rincian Ob ek Belan'a 

30 

I-ls I 
l'embJlh ~m 
,;m1111..sulan 
~rge11enn 

Ansga:mmdan 
~ 
DPPA-SllPD 

Surat 
~actuj uao 
I Perm.lakan 

SE-KDA 

Sutat 
Persctujuan 
I Pr.no.tak:sn 

Surat 
~tsetuj uan 
/Pr::nol'l.k~fl 

PPKD 



Majelis Hakim Mahlrnmah agung yang l\fulia 

Bahwa telah 1erjadi Putusan yang bcrtentangan amara Purusan Mahkama h 
Agung Nomor 68 K/PdU20l 6 tanggal 29 Maret 2016 jo Putusan 
Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 09/Pdt/2015/PT.Bgl tanggal 22 Mei 
2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Tais 
taoggal 11 November 2014 , dengan P11tusan ~•dilan Negeri Bengkulu 
Ktlas J A oomor 54/Pdt.G/2018/PN.Bgl tanggal 4 September 2018, dalam 
hal: 

Pada Putusan P1nusan Mahkamah Agung Nomor 68 K/Pdt/20 I 6 tanggal 29 
Maret 2016 jo Putusao Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 
09/Pdt/20 I 51PT.BgJ tanggal 22 Mei 2015 jo Pu1usan Pengadilan Negeri Tais 
Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Tais tanggal 11 November 2014. pada amar 
purusan: 

Angka 2 : menyataka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 
hukum. ( artinya Tergugat I Bupati Scluma dan Tergugat II DPR.D 
Kobupoten Seluma telah melakukan perbuatan melowan hukum). 

Angka 3 :menyataka Menghukum Pam Tergugat untuk membayar ganti 
kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 8.856.960.000,- (Delapan 
Milyar Otlap11n Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus 
Enam Puluh Ribu Rupiah}. 
(artinya Tergugat I Bupali Seluma dan Tergugat II DPRD 
Kabupaten Seluma dihukum unLuk membayar ganli kerugian 
kepada Pengguga1 (PT. PSP) sebesar Rp. 8.856.960.000,- (Delapan 
Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ralus 
Enarn l'uluh Ribu Rupiah). 

Angka 5 : Menghukum para Tergugat untuk mcmbayar scluruh biaya 
perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini adalah 
sebesar Rp. 5.721.600,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh satu 
ribu cnam ralus rupiah). 
(artioya Tergugat I Bupati Seluma dan Tergugat II DPRD 
Kabupaten Seluma dihukum unluk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.721.600,00 (limajula tujuh ratus dua puluh satu 
ribu enam ratus rupiah). 

Pada J>utusao P"tladilan Negeri Beogkulu l<elas I A nomor 
541PdtG/2018/PN.Bgl tanggal 4 September 2018 pada amar Putusan : 

Aogl<a 2 :Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan 
hukwn. 
(artinya sccara hukum bahwa Tcrgugat I Bupati Seluma saj<1 yang 
melakukan perbuatao melawao hukum sedangl<an dan Tergugai II 
DPRD Kabupaten Seluma tidak melakukan perbuatan melawao 
hukum). 
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perse ntj uan terhadap 
berkenaan serta memberi.k..m I 
nmcan w1 DPPA-SKPD. __,;_ _____ ......_ ______________ __,_ ____ ___. 

:t Penyusunan Rancnng.an Pc:ratunm Buoati LenlanR Perubahan PenjabaranAPB0_---1 
URMAN PPKD SEKDA BUPATI 1---- ---

1. PPK.D berdBsarlcan Surat Surs1 cJ Persetuj uan terh dap PergC11Cran ~11et ,Juan o 
Anggaranj tni::nyusun Rancangan 
Pera.tu.ran Bupac kcntang .--~.,..-
Perubahan Pt:njabaJ'8.n APBD dan 7,__---r-__ 1 
menyerabka:nnya le pada i 
Sekr taris Daerah. l\!nyu111.1nan Rl1;,e7" 

DupAl:I rrg 
Jl;:rubn.hnn 

~njMlJkn.n APnLl 

.... 

r 
Rlipl!f Bl.llla.U 
a1 ftrulm!m111 
~~11 •J'.lm 

APnn 

2. Sckretari Daerah mcnyerahkan 
Rancanga.n Penu.u.ran Bupati 
tentang Perubahan PenjAbaran 
APBD kepada Bupati. 

- I .__ ___ --+---.. 

3. Bupati menetapkan Rancangan 
?era tunm Bupati ten tang 
P-c-ru.bahan Pc:njabanm APBDi 
mcnjadi Peratura n Bu pa ti 
ten.tang Pcruba ha.n Pcnja brl ran 
APBD. 

.... 
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Rn~T 
IJ-upntt 11K 
Pc1\IIM.blm 
.Pe-.utal;,DTRI\ 

APBO 

- 11..----+--- --..., 

E\!ni.tunm 
Aupe.t.l Ltg 
~bGh.111 
AcnJ,..t,11n1m 

APBD 



VI. Menyiopkan Surat Bupati tentang Pemberil:ahuan Pergeseran Anggaran Kepada 
Pimoinan OPRD 

URAIAN PPKO SEKDA BVPA'l'I 

J. PPKD menyiapkan surat 
bupati ten tang 
pemberitahuan Pergescrnn 
Anggaran mendahului 
pen eta pan perubahan 
APBD dan 
menyerahkan.nya kepada 
Sekretaris Daerah 

2. Sekretaris Oaerah 
mcnyerujui sura~ tersebut 
dan menyampaikannya 
kcpada bupati untuk 
diotoriasi 

3. Surat U!rsebut 
disampaikan 
pimpinan OPRD 

kcmudian 
kepada 

$w'll1 bupad ug 
_pemberitah&Utl 

Plergc:.:rm .._ .. 
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Surat buplffl l'lg 
ptt11bt:rilabaU111 

Pt:t~8ffllll 

'"-

' 

&mat bup1ttl U.g .. -Peri<""" Ac-
I/ t>implnan \ 

I'\ DPIW / 

B ~ I SELOI ~ 


